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ABSTRACT

Using a constructivist approach, this study seeks to explain the reason why China and
Indonesia's economic cooperation has actually grown higher amidst their conflict over South
China Sea. The SCS disputehas "dragged" Indonesia along with China claim over The Natuna
Sea in the Riau Island which actually part of Indonesia’s Exclusive Economy Zone. The dispute
intensified when China’s ships unlawfully entered Natuna waters in 2016 to conduct fishing
operations. Ironically, economic cooperation between China and Indonesia has actually
increased despite the dispute of Natuna Sea. Previously, United States and Japan were
Indonesia’s main trading partners, but since 2016, China has taken their place. China is now
leading as Indonesia's top trading partner. Moreover, China since 2016 has become the second
largest investor for Indonesia after Singapore. Researchers assume that economic cooperation
has become intenseeven in the midst of the SCS conflict because the two countries have interests
driven by similar projection ideas about economic development and the closeness of identity
between President Jokowi and President Xi Jinping. For constructivists, state interests are
dynamic and interests might change along with normative social interactions. This study uses
a qualitative method with an emphasis on tracing conflict and cooperation data between the
two countries. The data will be interpret further by using constructivist approach.
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Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan mengapa kerjasama Ekonomi China dan
Indonesia justru semakin meningkat di tengah konflik Laut China Selatan (LCS) menggunakan
perspektif konstruktivisme. Dalam perkembangannya, konflik LCS telah “menyeret” Indonesia
sejak China melakukan klaim sepihak terhadap kawasan perairan Zona Ekonomi Eksklusif
yakni Laut Natuna di Kepulauan Riau. Konflik tersebut semakin memanas ketika tahun 2016
kapal-kapal =~ China secara ilegal memasuki perairan Natuna dan melakukan aktifitas
penangkapan ikan. Ironisnya, di tengah ketegangan politik China-Indonesia tersebut,
kerjasama ekonomi keduanya justru semakin intensif. Sejak tahun 2016, China telah menggeser
Jepang dan Amerika Serikat yang sebelumnya merupakan partner dagang utama Indonesia.
Tahun 2016 — 2023, China telah menjadi partner dagang utama Indonesia sekaligus investor
terbesar setelah Singapore dan Jepang. Peneliti beranggapan bahwa kerjasama ekonomi
menjadi intens meski di tengah konflik LCS karena kedua Negara memiliki kepentingan yang
didorong oleh kesamaan gagasan akan proyeksi pembangunan ekonomi dan kedekatan
identitas antara Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping. Bagi konstruktivis, kepentingan
Negara bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan interaksi sosial yang bersifat
normative. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pada
penelusuran data konflik dan data kerjasama kedua negara untuk kemudian diinterpretasikan
melalui pendekatan konstruktivisme.

Kata Kunci: Kerjasama ekonomi, Konflik Laut Natuna, konstruktivisme, Jokowi
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Latar Belakang

Di tengah ketegangan yang terjadi antara China-Indonesia dalam kasus Laut China
Selatan, kerjasama ekonomi keduanya justru semakin kuat. Dinamika dari hubungan
kerjasama di tengah situasi konflik belum banyak dikaji sehingga penelitian ini
bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa kerjasama ekonomi semakin intens di
tengah situasi konflik geopolitik antara China dan Indonesia. Penelitian ini menjadi
penting sebagai rujukan bagi para peneliti, pemerintah dalam menjaga kerjasama
bilateral ditengah konflik. Penelitian yang dilakukan oleh Koichi Sato menekankan pada
upaya mengelola konflik diantara Negara-Negara ASEAN dan China melalui Konferensi
Internasional yang dikenal dengan conference diplomacy sebagai contoh ASEAN-China
summit (Sato Koichi, 2013). Koichi berargumen bahwa China lebih memilih bilateral
negoisasi melalui forum ASEAN untuk mengelola konflik China seperti konflik atas Laut
China Selatan dengan Indonesia dan Konflik Scarbourg Shoal antara Filipina karena
ASEAN menawarkan regime-based consensus dan mediator. Di sisi lain, penelitian dari
Bama Putra melihat konflik Laut China Selatan (LCS) melalui kacamata neoklasik
realisme (Ripsmann) dengan penekanan pada persepsi elit Brunei yang mempengaruhi
Kebijakan Luar Negeri Brunei. Terlepas dari konflik LCS, Brunei tetap bekerjasama
dengan China dibawah payung BRI karenaterdapat kalkulasikepentingannasional yang
amat ditentukan oleh persepsi elit (Bama Putra, 2020). Dengan demikian, penelitian ini
berupaya mengisi celah dengan menggunakan lensa konstruktivis untuk memahami
dinamika konflik dan kerjasama antara China -Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan akibat klaim sepihak
China terhadap Laut China Selatan (LCS). Sebagian kawasan perairan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Indonesia yakni Laut Natuna di Kepulauan Riau masuk dalam peta
klaim sepihak China. Dalam perkembangannya, konflik LCS telah “menyeret” Indonesia
sejak tahun 2010, setelah China mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau. China beralasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna
atas dasar argumen traditional fishing zone (Wahyuni, 2023). Klaim sepihak China atas
perairan Natuna masih terus berlanjut hingga membawa Indonesia dan China pada
situasi bersitegang pada tahun 2013. Ketegangan ini mencapai puncaknya di tahun 2016
dimana sejumlahkapal nelayan Chinamemasukiwilayah ZEE Indonesia dan melakukan
sejumlah kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing.

Insiden tersebut kembali terjadi pada tahun 2019, dimana tak hanya kapal nelayan
melainkan coastguard China juga melakukan pelanggaran serupa. Berbagai insiden
pelanggaran di atas terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara China dan
Indonesia. Pemerintah China mengklaim bahwa kapal-kapal coast guard (penjaga
pantai) dan nelayannya berhak untuk berlayar dan berpatroli di area nine dash line.
Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak mengakui nine dash line dan menganggap
bahwa China telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia, yaitu di perairan
Laut Natuna Utara (Sulistyani, 2021). Semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggarn
yang dilakukan oleh China tidak serta merta membuat Indonesia berdiam saja, justru
sebaliknya Indonesia merespon dengan tegas atas terjadinya insiden tersebut dengan
menempuh jalur diplomatik melalui pemberian nota protes terhadap China dan
melakukan pemanggilan Duta Besar China. Kemudian, untuk menjaga dan memantau
wilayah perairan Natuna dari kapal-kapal pencuri ikan illegal oleh pihak China, maka
diadakan patroli secara rutin yang dilakukan oleh para Tentara Nasional Indonesia.

Dalam keadaan bersengketa, umumnya negara yang terlibat akan saling menunjukan

resistensi dalam kerjasama di sektor lain termasuk Ekonomi. Namun, hal ini tidak
terjadi pada konteks konflik China-indonesia. Bahkan, kerjasama Indonesia dengan
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China semakin “mesra” terutama dalam bidang invetasi, perdagangan, dan pariwisata.
Banyaknya penanaman investasi oleh China menjadikan negara tersebut sebagai salah
satu investor asing terbesar di Indonesia setelah Singapura dan Jepang. Pada awal
kepemimpinan Jokowi di tahun 2015 nilai perdagangan China-Indonesia mengalami
peningkatan menjadi US $48.2 miliar, progress ini terbilang signifikan bila melihat pada
2005 hanya mencapai US$8.7 miliar saja (Atlas Complexity Trade, 2005). Sejak Jokowi
resmi menyandang gelar sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014 hingga tahun 2017
Indonesia telah menyepakati total sebanyak 36 MoU bersama dengan China
sebagaimana yang telah dicatat oleh Kementrian Luar Negeri Indonesia.

Pada tanggal 25-28 Maret 2015 saat perayaan 65 tahun relasi bilateral antar kedua
negara, Jokowi dan Xi Jinping membahas mengenai peningkatan kerjasama pada
bidang ekonomi. Melalui momen tersebut kedua negara berhasil menyepakati delapan
MoU beberapa diantaranya yaitu, Nota Kesepahaman Kerjasama antara Kemenko
Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China, Nota
Kesepahaman Kerja sama Bidang Industri dan Infrastuktur antara Kementrian BUMN ,
Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China, dan Nota Kesepahaman Kerja
sama Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementrian
BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China (CNN Indonesia,
2019). Pada tahun 2018 penanaman investasi asing dari China mencapai USD 1.34
miliar. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak Januari-Maret
2019 Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia berasal dari Singapore dan
China. Berdasar penelusuran data konflik dan kerjasama tersebut, penelitian ini
berupaya untuk menelaah alasan-alasan yang mendasari kedua negara untuk tetap
bekerjasama di tengah sengketa Laut Natuna melalui lensa konstruktivisme.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualiatif dengan metode penulusuran data
konflik dan kerjasama antara China dan Indonesia pada kurun waktu 2014-2023.
Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi
dan memahamimaknayang dianggap penting oleh individu atau kelompok terkait suatu
masalah sosial atau manusia Fokus utama adalah pemaknaan, pengalaman, dan
interpretasi dari sebuah fenomena (Cresswell, 2016). Penelitian kualitatif memberikan
ruang eksplorasi di level ontology untuk melihat hakikat realitas (Cresswell, 2016).
Sedangkan menurut Donatella Porta, kualitatif mampu merekonstruksi ilmu
pengetahuan lepas dari obejktivitas statistik (Porta, 2013).

Sumber data yangdigunakan dalam skripsiiniadalah data-data sekunder yang diperoleh
dari sumber yang terpercaya dan kredibel seperti melalui buku, jurnal, media dan
website resmi. Peneliti juga menggunakan database UN-Comtrade untuk melacak
aktifitas perdagangan Indonesia-China dari tahun ke tahun sehingga dapat dipetakan
trend peningkatan aktifitas dagang kedua Negara. Setelah peneliti memetakan
kerjasama ekonomi sekaligus konflik yang terjadi atas sengketa Laut China Selatan, data
kejadian tersebut akan diinterpretasikan menggunakan pendekatan Hubungan
Internasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konstruktivis
karena peneliti beranggapan bahwa kepentingan nasional bersifat dinamis, demikian
juga kepentingan Indonesia dalam melakukan kerjasama ekonomi dengan China
sekalipun keduanya memiliki konflik geopolitik. Bagi kaum realist kepentingan nasional
bersifat statis, given , dipengaruhi oleh hal-hal yang materialistik dan tangible.

Bagi konstruktivist kepentingan tersebut dapat didorong oleh hal-hal yang bersifat
intangible sepertinorma, gagasan dan identitas (Fnnemore, 1996). Halinilah yang bagi
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peneliti dapat menjelaskan mengapa kerjasama ekonomi justru meningkat di tengah
sengketa Laut China Selatan. Menurut Alexander Wendt, Signifikansi dari kepentingan
akan tercipta ketika aktor memasuki interaksi yang mana masing-masing aktor akan
berupaya untuk memaknai ulang tujuan dan kepentingannya. Dalam interaksi tersebut
terjadi proses saling berbagi nilai, gagasan hingga menghasilkan kesepakatan bersama
(Wendt A., 2005). Oleh karena itu, Konstruktivisme menekankan pada interaksi sosial
antar aktor di dunia internasional yang merupakan arena bagi para aktor untuk
membentuk identitas dan kepentingannya. Alexander Wendt, di dalam bukunya yang
berjudul Social Theory of International Politics menyebutkan bahwa terdapat dua
asumsi utama dari konstruktivis, yaitu bahwa struktur dari asosiasi manusia ditentukan
oleh shared ideas dan identitas bukan hanya kekuatan material semata (Wendt A. ,
2000). Dalam hal ini, baik China dan Indonesia memiliki gagasan yang kompatibel
dalam memproyeksikan pembangunan yakni gagasan Poros Maritim (Indonesia) dan
gagasan One Belt One Road (China).

Hasil Temuan dan Pembahasan

Bagian ini akan mengelaborasikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan
dengan membagi pembahasan menjadi empat bagian yakni: 1. Sejarah dan Dinamika
Sengketa Natuna Indonesia-China. 2. Dinamika Kerjasama Ekonomi Indonesia-China.
3. Gagasan Pembangunan Indonesia -China di Era Presiden Joko Widodo. 4. Identitas
Politik Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping

Sejarah dan Dinamika Konflik Indonesia-China atas Laut Natuna.

Sengketa Laut Dalam Kajian Hubungan Internasional Fenomena persengketaan di
lautan merupakan fakta sejarah yang tidak asing lagi, bahkan menjadi bukti dari adanya
perkembangan pada ranah konflik dan isu dalam kajian hubungan internasional
maupun hukum laut internasional. Sejak dahulu laut sering juga digunakan sebagai
instrumen dan media untuk melakukan ekspansi kekuasaan sehingga dapat menjadi
sumber pertentangan dan pertikaian antar bangsa. Laut adalah salah satu objek yang
masuk dalam pengaturan hukum internasional. Sengketa Laut China Selatan yang
menyeret Indonesia ke dalam ketegangan berpusat pada Laut Natuna yang masuk
sebagai Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (Butar, 2023). Kepulauan Natuna terletak di
Provinsi Kepulauan Riau dan berada ditengah LCS dengan luas mencakup 264.198,37
Km2,dimana 2.001.30 Km2adalah daratan sementara 262.197.07 Km2 adalah perairan.

e

Gambar I: Laut Natuna (Sumber: Eprints UPN “Veteran’ Yogyakarta).

Global & Policy Vol.13, No.o2, Juli - Desember 2025 191



Melany Putri & Annisa Kirana Andaneswart

Tekad China ingin menguasai Natuna telah terlihat sejak 1990-an hingga akhirnya di
tahun 2010 China mencoba untuk menciptakan klaim atas dasar sejarah terhadap
Natuna (Kaplan, 2011). Menurut perspektif China, dimasukkannya wilayah Natuna ke
dalam peta territorial negaranya berdasarkan garis imajiner sembilan titik yang dikenal
dengan sebutan Nine Dash Line (NDL). Ketidaksepakatan China pada Zona Ekonomi
Ekslusif (ZEE) terlihat melalui aksi perwakilan China pada kegiatan Workshop on
Managing Potential Conflicts in the South China Sea di Surabaya. Ditengah workshop
tersebut, delegasi China membagikan peta kepada seluruh delegasi yang berisi tentang
delimitasi wilayah laut menurut pandangan China. Menanggapi hal ini Indonesia
kemudian mengirimkan nota diplomatik pada bulan April tahun 1995, akan tetapi nota
tersebut tidak mendapatkan balasan dari China. Dalam upayanya China juga
menggunakan klaim Traditional Fishing Grounds. Hal ini sesuai dengan pernyataan
yang disampaikan pleh Mentri Luar Negeri China melalui juru bicaranya pada 17 Juni
2016 yang menegaskan bahwa secara resmi Indonesia dan China mempunyai persoalan
overlapping claim di LCS. China menyebutkan bahwa perairan di area kepulauan
Natuna tumpeng tindih dengan klaim Nine Dash Line yang merupakan wilayah
penangkapan tradisional China. Klaim tersebut telah dimuat dalam peta wilayah China,
yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan pada salah satu kapal nelayan China
yang memasuki perairan Natuna. Peta tersebut diterbitkan oleh Kantor Kemaritiman
Nansha pada tahun 1994 yang mencantumkan perairan di sekitar pulau Natuna sebagai
wilayah penangkapan tradisional China. Adanya klaim NDL, Traditional Fishing
Grounds, serta masuknya kapal-kapal asing secara illegal China di perairan Natuna
menimbulkan permasalahan yang serius bagi kedaulatan Indonesia.

Tabel 1
Inside Pelanggaran China di Laut Natuna era Presiden Jokowi

No. ‘ Insiden Kapal/Vessel
Tanggal Detail Insiden China Indonesia
1. 22 Juni 2015 IUU Fishing oleh nelayan China Shun Hang KRI SSA-378
G618

2. 19 Maret 2016 Intervensi terhadap kapal fregat Chinese Coast KKP HIU
Indonesia "HIU" oleh kapal Guard and 101
penjaga pantai  Tiongkok di Kway Frey
Indonesia telah menyita kapal 10078
nelayan China.

3. 27 Mei 2016 Kapal Angkatan Laut Indonesia Gui Be Yu KRI Oswald
menangkap kapal nelayan China. 27088 Siahaan 354

4. 17 Juni 2016 Kapal angkatan laut Indonesia Chinese KRI Imam
menangkap satu dar1 10-12 kapal Fishing Boat Bonjol 383
nelayan China di dekat Natuna
setelah melepaskan tembakan
peringatan. Dua kapal penjaga
pantai China mendekat namun
gagal membebaskan kapal
tersebut.

5. 24 Desember 2019 Kapal Kementerian Kelautan CCG 4301 KRI Tjiptadi-
dan Perikanan Indonesia 381
menemukan kapal penjaga
pantai China mengawal kapal
nelayan Tiongkok di sekitar Laut
MNatuna

Sumber: Riska, 2016; Weatherbee, 2017; Muhibat, 2018; McRae,2019; Butar, 2023.

Pada 2016 China kembali menyatakan secara tebuka bahwa wilayah perairan Natuna
merupakan wilayah penangkapan ikan bagi China sejak era dinasti terdahulu. Namun
klaim tersebut hanya berdasar klaim sejarah China dan tidak ada legitimasi kuat yang
ditetapkan oleh Mahkamah Internasional melalui PBB bahwaklaim NDLtersebut sudah
ada sejak tahun 1947 (Miranda, 2008). Pada 14 Juli 2017 pemerintah Indonesia melalui
Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman, menerbitkan sekaligus mendaftarkan
peta baru ke PBB yang di dalamnya terdapat perubahan nama pada wilayah laut di
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bagian utara Kabupaten Natuna. Adapun sebelumnya wilayah tersebut bernama Laut
China Selatan dan telah diubah menjadi Laut Natuna Utara. Meningkatnya insiden
konfrontasi antar nelayan asing dan pihak keamana Indonesia di perairan Natuna
menjadi salah satu faktor yang mendorong dikeluarkannya peta tersebut. Pelanggaran
dan konfrontasi yang dilakukan China di perairan Natuna terangkum dalam tabel
berikut.

Kerjasama Indonesia-China Era Presiden Joko Widodo

Pada 24 Oktober 2014 Joko Widodo resmi menjabat sebagai Presiden Republik
Indonesia. Presiden Joko Widodo, bersama dengan kabinetnya menyusun Rencana
Pembangunan Menengah Nasional III. Di tahun 2016 Presiden Joko Widodo
menetapkan sebagai tahun “percepatan” pembangunannasional yang berfokus padatiga
pilar utama yaitu infrastruktur, pembangunan manusia, dan kebijakan deregulasi
ekonomi. Pada erapemerintahan Jokowi, kerjasamabilateral Indonesia-Chinadibidang
ekonomi mengalami peningkatan yang berarti. Sejak resmi menjabat sebagai presiden
pada 20 Oktober 2014 pemerintah Indonesia telah menyepakati 36 MoU dengan China.
China juga merupakan negara yang pertama kali dikunjungi oleh Presiden Jokowi pada
8 November 2014, dimana pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengagendakan
peretemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping sebagai tuan rumah penyelenggara
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC ke22 (Mardhiyah & Pura, 2023). Selain itu, pada
saat perayaan 65 tahun hubungan bilateral Indonesia-China , Pesiden Jokowi kembali
melakukan kunjungan ke China pada 25-28 Maret 2015. Dalam pertemuan tersebut
kedua negara membahas hal-hal mengenai perekonomian terutama pada sektor
infrastruktur, perdagangan, investasi, industri, pariwisata, dan relasi antara masyarakat
demi mendorong kerjasama ekonomi-politik dan diplomatik antar keduanya (Putri &
Maarif, 2024).

Pada kondisi bersengketa secara geopolitik, biasanya akan terjadi resistensi untuk
menjalankan hubungan bilateral ekonomi. Namun, hal ini tidak terjadi dengan
Indonesia-China ketika dihadapkan pada sengketa Laut Natuna. Justru menariknya
kerjasama ekonomi antar kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan
meskipun diliputi oleh ketegangan yang mengancam wilayah kedaulatan negara. Hal ini
buktikan dengan semakin eratnya hubungan keduanegaraketika PresidenJokowiresmi
menjabat sebagai kepala negara di tahun 2014. Total Mou antara Indonesia-China di
sepanjang tahun 2014-2017 telah mencapai 36 Mou, serta diajukanya 28 proposal untuk
menggandeng investor dari China ditahun 2019. BKPM menyebutkan bahwa sebagian
besar Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 2019-2020 berasal dari China.

Tabel 3
Tabel Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Singapura 9,18 | Singapura 8,44 | Singapura 9,19 Singapura | 5,38 | Singapura 7,14
Jepang 5,40 | Jepang 5,00 | Jepang 4,95 China 3,31 | China 3,51
Amerika 2,67 | China 3,36 | China 2,38 Jepang 3,24 | Hongkong 248
China 2,25 | Hongkong 2,12 | Hongkong 2,01 Belanda 2,10 | Jepang 2,13

Belanda 1,48 | Korea Selatan | 2,02 | Malaysia 1,77 Hongkong | 1,75 Korea Selatan 1,14

Lainnya 8,00 | Lainnya 11,30 | Lainnya 9,00 Lainnya 5,41 | Lainnya 4,52

*Investasi dalam Rp Triliun

Sumber :

Kementerian Investasi BKPM
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Tabel di atas merupakan data dukung yang menunjukan bahwa Negara yang
berinvestasi di Indonesia tahun 2016-2020 mengalami perubahan. Pada tahun 2016, 3
negara investor terbesar di Indonesia ialah Singapura, Jepang dan Amerika. Ditahun
selanjutnya Singapura dan Jepang konsisten meduduki posisi ke satu dan dua sebagai
investor asing di Indonesia. Tahun 2019-2020 China menggeser posisi Jepang sebagai
investor ke dua terbesar setelah Singapura. Tahun 2021-2024 China berada di posisi
ke dua sebagai investor Indonesia terbesar di sektor perdagangan dan reparasi.
Adapun Singapura yang konsiten berada di posisi pertama sebagai penanam modal
asing di Indonesia merupakan kontribusi dari Pengusaha Indonesia yang bisnisnya
beroperasi di Singapura. Intensitas Investasi China juga dapat dilihat dari destinasi
prioritas yang dimiliki oleh China’s Ministry of Commerce (MOFCOM) di mana Asia
Tenggara termasuk Indonesia merupakan target destinasi utama dari Investasi China
(MOFCOM, 2023). Pernyataan ini juga didukung oleh The China Global Investment
Tracker (CGIT) yang telah memetakan Negara destinasi China untuk berinvestasi. Di
tahun 2023, investasi China di ASEAN meningkat 34,7% dari tahun sebelumnya di
mana Indonesia menjadi destinasi prioritas ke dua setelah Vietnam. China Outbond
Direct Investment (ODI) tidak sekedar merefleksikan keputusan bisnis semata,
melainkan ada aspekpolitik yang mendorong China menjadikan Indonesia destinasi
prioritas.

Kedekatan hubungan ekonomi antara China dan Indonesia lebih terlihat lagi ketika
berbicara konteks perdagangan internasional. Sepanjang tahun 2020-2024, China
menjadi partner dagang utama untuk Indonesia. Posisi China menjadi partner dagang
utama Indonesia menggeser posisi Jepang sekaligus mengambil proporsi pasar
Amerika serikat yang ada pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti
visual peta data expor-impor di bawah ini

Gambar 4 dan 5
Persentase Pergerakan Ekspor-Impor di Era Susilo Bambang Yudhoyono.

EXPORTER IMPORTER PRODUCT YEAR EXPORTER IMPORTER PRODUCT YEA
Indonesia  All countries All products 2005 Total Indonesia  All countries All products 2013 Total

Japan |™®C

9.29%

South Thailanct Talwan
0,
14.10% [ .
6.14%
s II

13.43% 553% Ell

Sumber: atlas.cid.harvard.edu
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Gambar 6, 7
Persentase Pergerakan Ekspor-Impor di Era Joko Widodo
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Hasil penelusuran aktifitas perdagangan yang dilakukan Indonesia secara global pada
periode Susilo Bambang Yudhoyono dan periode Joko Widodo menunjukan pergeseran
partnerdagangutamadariJepang menuju China. Halini mengkonfirmasi data kualitatif
peningkatan kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia pada Periode Jokowi.
Fakta bahwa kerjasama ekonomi China-Indonesia semakin intensif meski di tengah
sengketa Laut Natuna menjadi penting untuk dikaji dalam studi Hubungan
Internasional.

Dinamika Kerjasama dan Konflik Indonesia-China melalui Pendekatan
Konstruktivisme

Pada umumnya ketika sebuah negara bersengketa dengan negara lain maka akan
berpengaruh pada situasi politik dan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan data pada
tahun 2016 dan 2019 aksi pelanggaran yang lakukan oleh China terbilang agresif, dan
terhitung sudah dua kali pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes ke Kedutaan
Besar China atas tindakan tersebut, akan tetapi persentase aktivitas ekspor dan impor
antar Indonesia-China justru menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2014
(10.87%), 2015 (10.36%), 2016 (12.00%), 2017 (13.92%), 2018 (15.37%), dan 2019
(16.83%) (BKPM, 2021). Di era SBY, Jepang merupakan partner dagang utama
Indonesia sedangkan di era Jokowi, China menempati urutan pertama sebagai partner
dagang dan urutan kedua sebagai investor. Untuk menjawab fenomena tersebut,
akademisi HI banyak menggunakan rational choice theory di mana kalkulasi aspek
material menentukan keputusan akan mengutamakan kerja sama atau berperang. Tak
sama dengan penelitian sebelumnya, yang menekankan pada aspek materail , penelitian
ini berupaya untuk melihat pada pendekatan konstruktivis. Gagasan, identitas politik
dan norma menjadi aspek penting untuk dianalisa dalam hubungan internasional.
Identitas serta kepentingan para aktor dalam konstruktivis ditentukanoleh sharedideas
yang artinya interaksi antar aktor pada ranah struktur sosial, ekonomi, politik, budaya
(Maarif, 2023). Konstruktivis menyebutkan bahwadalam sengketa, terdapat keterkaitan
yang erat antara aktor danstrukturnya. Adapun struktur yang dimaksud bukan suatu hal
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yang telah ada sejak dahulu, namun merupakan hasil dari pola interaksi yang terbangun
dari praktik sosial secara berkesinambungan oleh aktor tersebut. Interaksi berulang
membangun atribut seperti ide/gagasan, norma dan identitas yang mempengaruhi
bagaimana perilaku aktor dalam merespon sengketa yang terjadi (Lantang, 2024).

Alexander Wendt, menekankan pentingnya shared ideas (gagasan bersama) dalam
hubungan internasional yang artinya dalam kacamata konstruktivis “identitas dan
kepentingan dari aktor dibangun oleh ide-ide bersama” (Mabrubah & Ramadhani Z,
2021). Gagasan bersama ini dapat terbentuk melalui interaksi yang intensif antara
individu ataupun instansi. Berdasar penelusuran data, sengeketa Laut Natuna yang
terjadi di antara Indonesia-China tidak berdampak negatif bagi hubungan kerjasama
ekonomi antar kedua negara. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang erat antar
Indonesia-China pada era Joko Widodo, akibat pola interaksi yang dilakukan secara
terus menerus hingga menemukan kesamaan gagasan untuk bekerjasama. Diketahui
Joko Widodo beberapa kali melakukan lawatan ke China dan komunikasi ke dua
Presiden berlanjut cukup intensif melalui telepone (Tempo, 2025). Kedekatan ke dua
presiden tersebut juga nampak dari keinginan China untuk berkolaborasi dalam
Konferensi Asia Afrika yang ke 70 di Bandung. China yang diwakili oleh Mao Ningjuru
bicara Kementerian Luar Negeri China menyampaikan keinginan mereka untuk
berkontribusi pada gagasan Bandung Spirit yang menekankan pada koeksistensi Global
South dalam menavigasi perdamaian dan keamanan dunia (Socialistchina, 2025).
Komitmen Chinauntuk berkontribusi dalam mengisi Bandung Spirit juga berlanjut pada
masa kepemimpinan Presiden Prabowo yang secara politik kemenangannya didukung
oleh Presiden Jokowi (Xinhuanews, 2025).

Menurut Alexander Wendt, pada interaksi yang dilakukan negara sebagai aktor di
dalamnya terdapat artribut seperti gagasan, identitas dan norma yang akan berdampak
pada pembentukan kepentingan nasional dari kedua negara. Peneliti beranggapan
bahwa aspek non-materialistis yang secara tidak langsung terbangun melalui interaksi
telepon dan pertemuan mampu merekonstruksi ulang kepentingan nasional ketika ada
konflik. Hal inilah yang kemudian terjadi di antara Indonesia-China dalam merespon
keteganganyang ada di Laut Natuna. Kepentingan nasional terbentuk secara sosial dan
berangkat dari hubungan antar aktor dan negara sebagai unit politik dan struktur
pergaulan negara dalam politik internasional. Kepentingan nasional sewaktu-waktu
akan terbentuk, berubah, dan menyesuaikan diri dengan struktur politik internasional
yang ada. Hal tersebut memungkinkan karena struktur pada dasarnya dirancang tidak
hanya dari pertarungan material, namun juga melalui pembentukan gagasan/ide
bersama. Pendekatan konstruktivis menaruh perhatiannya pada analisa sebab-akibat
dari struktur pada identitas dan kepentingan. Para penganut teori ini memandang
bahwa penerimaan serta penolakan yang terjadi dalam sebuah interaksi antar negara
dilandasi oleh faktor-faktor nonmaterial misal seperti kesepakatan bersama, hal ini
mampu menekan negara-negara atau aktor untuk patuh terhadap aturan internasional.
Sedangkan, tindakan yang mengedepankan kekuatan fisik dianggap tidak terlalu efektif
untuk menghadirkan kepatuhan dalam sistem internasional (Mabrurah, 2021).

Shared Ideas Pembangunan Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo

Kerja sama Negara di tengah konflik dapat terjadi karena pihak yang berkonflik melihat
adanya keuntungan interdependensi yang lebih tinggi dibanding biaya untuk terus
berkonflik. Alasan tersebut sudah banyak terjawab dan dijelaskan menggunakan
rational choice theory. Di sisi lain, alasan yang melampaui aspek materialisme seperti
cara pandang konstruktivis belum banyak dibahas. Penelitian ini berupaya
mengeksplorasi aspek non-materialistme yang turut mempengaruhi dinamika
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kerjasama ekonomiIndonesia-China. Indonesia dan China memiliki kesaman dalam visi
Poros Maritim Dunia dan program BRI yang dimana hal ini dimuat dalam tujuan dari
kedua proyek tersebut. Poros Maritim Dunia muncul di tahun 2014 karena adanya
gagasan yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai
negara yang menjadi pusat maritim di dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan
menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui
pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan
dan keamanan maritim (Ardiyanti, 2018). Dasar yang digunakan Indonesia untuk
mewujudkan Poros Maritim Dunia yakni adanya klaim secara historis kejayaan maritim
Indonesia pada masa kerajaan Majapahit di era pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan
kerajaan Sriwijaya pada era pemerintahan Raja Balaputradewa pada abad ke 14 sampai
abad ke 15. Dengan kekuatan maritimnya dua kerajaan tersebut memperoleh
keuntungan perdagangan dan ekonomi dikarenakan kemampuannya dalam mengawasi
pusat-pusat perdagangan dan jalur perdagangan laut yang melewati wilayah perairan
Nusantara (Manggala, 2025).

Sementara itu China dengan program BRI-nya hadir pada tahun 2013 sebagai program
kerja pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dalam jangka waktu lama
sekaligus menjadi bagian dari kebijakan luar negeri China. BRI hadir berdasar klaim
sejarah atas jalur perdangan leluhur China atau yang dikenal sebagai jalur sutra telah
ada sejak masa Dinasti Han yang menemukan wilayah tersebut pada abad 2 Masehi dan
Dinasti Yuan pada abad ke-12, lalu oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13.
BRI sendiri merupakan bagian dari “The Chinese Dream yang berisikan impian China
terhadap situasiideal dalam hal ekonomi, politik dan peradaban kejayaan masa lampau
(Dwianto, 2022). Berdasarkan landasan dan tujuan dari program kebijakan Poros
Maritim Dunia dan BRI terlihat adanya shared ideas (gagasan bersama) yang sejalan,
yakni keduanya sama-sama berangkat dari klaim historis pada masa pemerintahan
leluhur yang sudah lebih dulu menghidupkan dan mengelolah wilayah yang dimaksud
dalam program tersebut. Kemudian, keduanya juga sama-sama berangkat dari gagasan
yang secaragaris besar betujuan untuk melakukan pembangunan insfrastruktur laut dan
darat, meningkatkan konektivitas dengan negara lain, memperkuat kerjasama ekonomi
sekaligus melakukan pemerataan pembangunan ekonomi khususnya pada sektor
infrastruktur dan manufaktur.

Identitas Partai Politik Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping

Dalam pengertian filosofis, identitas ialah salah satu atribut yang membentuk tindakan
atau perilaku tertentu. Identitas dibentuk oleh berbagai faktor seperti kebudayaan, imu
pengetahuan, agama, ideologi politik,keyakinan normatif dll (Hayyes, 2017). Wendt,
mengkategorikan empat jenis identitas antara lain yakni identitas personal, identitas
golongan, identitas politik. Konstruktivis mendefinisikan identitas sebagai atribut aktor
internasional yang bertujuan memberikan dukungan dan mendorong perilakunya.
Identitas jugamenjadilandasan darikepentingan aktor yang bersangkutan. Dengan kata
lain, pemaknaan aktor tentang ‘siapa kami dan ‘siapa mereka akan menentukan
pandangan aktor terhadap sebuah negara, individu, dan golongan. Pemaknaan identitas
akan mempengaruhi kepentingan yang hendak dicapai. Kepentingan ini pada gilirannya
akan menentukan tindakan apa yang akan diambil negara tersebut. Dengan demikian,
identitas diperlakukan sebagai variabel independen yang menjelaskan perilaku negara.
Konstruktivis juga menganggap identitas adalah entitas yang dapat berubah sejalan
dengan kepentingan yang tidak bersifat tetap, namun dapat berubah seiring terjadinya
interaksi dalam struktur politik dan sosial (Smith, 2005).
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Artikel ini berpandangan bahwa identitas politik kedua pemimpin turut mempengaruhi
dinamika Kerjasama ekonomi Indonesia dan China. Identitas politik yang dimaksud
penulis ialah identitas partai politik dan ideologinya. Joko Widodo merupakan presiden
yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki ideologi
Marhaenisme. Marhaenisme adalah gagasan khas Indonesia yang dirumuskan oleh
Soekarno, ideologi ini memiliki sejumlah persamaan mendasar dengan sosialisme.
Kesamaan tersebut tampak pada tujuan, nilai, dan orientasi ekonomi-politis.

Marhaenisme dan sosialisme sama-sama menolak kapitalisme ala barat. Keduanya
mengkritik sistem ekonomi barat yang dianggap menciptakan ketimpanggan antara
pemilik alat produksi dan pekerja. Kesamaan identitas partai politik ini yang kemudian
menciptakan kedekatan antara kedua pemimpin tersebut. Terlepas dari dinamika
keretakan internal antara Jokowi dan PDIP di periode ke dua Joko Widodo memerintah,
halitu tak serta merta merubah persepsi China atas afiliasi partai politik Joko Widodo.

Kedekatan Joko Widodo dengan diaspora China yang ada di Indonesia maupun warga
Negara Indonesia keturunan China nampaknya berkontribusi dalam membangun
“trust” Pemerintah China untuk mengarahkan prioritas destinasi investasi China ke
Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Keputusan Negara untuk berinvestasi seringkali
juga melibatkan analisa resiko politik termasuk politik identitas. Dari berbagai
pernyataan resmi Pemerintah China, terdapat Kesan bahwa China memiliki trust untuk
berinvestasi di Indonesia salah satunya karena kedekatan Joko Widodo dengan etnis
Tionghoa diIndonesia. Korelasiantara keputusanbisnis dan identitas jugadibahaspada
penelitian Setijadi yang menunjukan adanya hubungan kuat antara kemampuan bahasa
Mandarin, identitas sebagai keturunan Tionghoa dengan Kerjasama dagang dan
investasi (Setijadi Charlotte, 2016). Dengan demikian , Presiden Xi Jinping tidak
menafsirkan Presiden Joko Widodo sebagai ancaman atau rival politik melainkan
partner yang potensial untuk memperkuat pengaruh geopolitik China di kawasan
ASEAN. Seperti hal nya cara pandang konstruktivis yang melihat kepentingan Negara
bukanlah sebuah pola ajeg, demikian pula penelitian ini memandang keputusan ke dua
Negara untuk bekerjasama adalah hasil konstruksi kepentingan. China juga berupaya
memperkuat pengaruhnya melalui Diplomasi Confucianisme ke Negara-Negara ASEAN
misalnya dengan membangun Confucius Institute di Negara-Negara ASEAN termasuk
Indonesia pada periode Joko Widodo

Untuk memperkuat argumentasi pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan
komparasi politik yang memungkinkan penelitian ini membuktikan bahwa aspek
identitas selalu memiliki ruang untuk menjelaskan keputusan politik. Penelitian ini
membandingkan identitas Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Presiden SBY merupakan kepala negara yang bersal dari partai Demokrat yang
menjunjung tingginilai-nilai demokrasiliberal. Pada masa pemerintahan SBY kebijakan
luar negeri Indonesia tampak condong kepada negara-negara yang menjunjung
demokrasiseperti Amerika Serikat dan Jepang. Halinidibuktikan dengan meningkatnya
intensitas kunjungan Indonesia ke AS yang bertujuan untuk meningkatkan relasi
bilateral antar kedua negara, khususnya pada ranah kerjasama militer. Kemudian, bila
dilihat dari grafik persentasi perekonomian Indonesia selama Presiden SBY menjabat
dari 2004- 2014 negara Jepang tercatat sebagai mitra kerjasama ekonomi yang
menempati urutan pertama. Jepang menjadi mitra penting pada masa itu karena
menjadiinvestor terbesar di Indonesia. Berbeda halnya di masa pemerintahan Presiden
Joko Widodo yang mana dalam kebijakan politik luar negerinya berkiblat ke arah China.
Jokowi merupakan kader dari partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
yang dianggap sebagai partai politik yang mempunyai keterkaitan kuat pada ideologi
marhaenisme (Geraldy, 2019). Adapun PDIP dengan PKC (Partai Komunis China)
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terlihat memiliki kedekatan yang intens. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya
interaksi antar kedua partai. Pada tahun 2019 Presiden Jokowi menerima kunjungan
dari Song Tao penasihat Hubungan Luar Negeri China sekaligus Kepala Politbiro
Hubungan Internasional PKC atau International Liaison Department of the CPC
(IDCPC). Setelah pertemuan tersebut Song Tao turut hadi pada undangan jamuan
makan siang dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri (Raditya, 2019).
Kemudian, pada tahun 2013 PDIP mengirim 15 kadernyake Chinauntuk meninjau pusat
kesehatan anak dan mempelajari majaemen partai. Lalu dua tahun kemudian Megawati
mengunjungi Provinsi Shenzhen untuk meresmikan gedung Pusat Kerjasama Indonesia-
China. Pada tahun 2016 Presiden Jokowi menerima kunjungan delegasi PKC di Istana
Merdeka.

Dari segi ideologi terdapat kemiripan antara ideologi Marhaenisme dari PDIP dan
Sosialisme dari PKC. Marhaenisme merupakan ideologi perjuangan yang bersifat
revolusioner dan beranggotakan kaum Marhaen yang diartikan sebagai kelompok yang
hidup dalam kondisi melarat atau terpinggirkan misal buruh, petani, dan rakyat yang
tidak memiliki modal serta kekuasaan. Ideologi ini digagas oleh Presiden Soekarno pada
masa pergerakan nasional. Sedangkan Sosialime merupakan bentuk nasionalisme pada
aspek politik, ekonomi, dan masyarakat dengan tujuan mencapi kesejahteraan, keadilan
dan keselamatan masyarakat. Adapunkonsep sosialisme ini sudah berkolaborasidengan
Maxisme yang mana paham tersebut tumbuh dalam pandangan kaum Marhaen untuk
memberantas berbagai persoalan dalam negeri seperti korupsi, kemiskinan dan
permasalahan penting lainnya. Mengacu pada pandangan konstruktivis bahwa identitas
sebagai atribut aktor internasional yang bertujuan memberikan dukungan dan
mendorong perilakunya. Identitas juga menjadi landasan dari kepentingan aktor yang
bersangkutan. Maka relasi yang terjadi diantara Indonesia-China yang dipengaruhi oleh
identitas partai menjadi faktor kedekatan antar kedua negara. Artinya, persamaan
karakteristik ideologi partai mendorong kepala negara Indonesia dan China untuk bisa
lebih dekat. Dengan begitu kedua negara dapat saling bertukar ide atau gagasan yang
sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing pihak atau bahkan akan
menciptakan kepentingan nasional yang baru bedasarkan gagasan bersama yang
disetujui oleh kedua negara. Persamaan identitas justru akan mempermudah negara
dalam mentransmisikan kepentingan nasionalnya hal inilah kemudian terjadi pada era
pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data-data yang ada menunjunkkan angka perekonomian indonesia pada
tahun 2014-2019 kian meningkat yang berarti kepentingan nasional yang direalisasikan
melalui hubungan kerjasama ekonomi dengan China berjalan dengan baik. Selain
keberadaan ide, norma, dan identitas yang menjadi alasan terebentuknya ke pentingan
nasional Indonesia-China ditengah sengketa Laut Natuna, juga terdapat peran
organisasi regional yaitu ASEAN. Melalui ASEAN negara-negara Asia Tenggara
termasuk Indonesia berupaya membentuk gagasan bersama untuk dijadikan sebagai
kebijakan atau acuan dan aturan yang mengikat negara-negara anggota dalam
menentukan sikapnya di wilayah LCS. Adapun kebijakan tersebut berbentuk draft yang
berisikan kode etik dan telah diratifikasi oleh negara-negara ASEAN sekaligus China
sebagai negara yang gencar dalam mengklaim wilayah LCS. Hal ini bertujuan untuk
menjaga stabilitas wilayah laut bagi negara-negara yang wilayahnya termasuk dalam
klaim LCS. China turut meratifikasi draft tersebut dikarenakan dorongan hubungan
kerjasama dengan ASEAN yang sudah dilakukan sejak tahun 1991 dan demi menjaga
hubungan baik dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Menurut
Martha Finnemore, dalam teori konstruktivis organisasi internasional seperti ASEAN
mempunyai kemampuan untuk meneruskan norma atau aturan melalui organisasi
internasional, yang kemudian membuat negara mengadopsi norma tersebut sebagai
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kebijakan yang seharusnya menjadi kepentingan nasional di dalam negeri (Rachmawati,
2012).

Kesimpulan

Sengketa Laut Natunaterus berlangsunghingga memasuki masa pemerintahan Presiden
JokoWidodo. Ketegangandi Laut Natunasemakin meningkat ditahun 2016 -2019 akibat
tindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan dan Coast
Guard China secara terang-terangan. Akibat dari sengketa tersebut wilayah kedaulatan
Indonesia menjadi terganggu. Akan tetapi, hal itu tidak berpengaruh pada relasi
kerjasama ekonomi Indonesia-China yang justru menunjukkan adanya peningkatan.
Penelitian iniberupaya untuk memahami alasan dibalik dinamika konflik dan kerjasama
China-Indonesia melalui sudut pandang konstruktivisme yang menawarkan aspek-
aspek non-material. Peneliti juga beranggapan bahwa konstruktivisme dibutuhkan
dalam memahami dinamika kerjasama dan konflik antar Negara yang bersifat dinamis
tergantung interaksi antar aktor-aktor yang ada di arena internasional.

Temuan dari penelitian menunjukan bahwakerjasamaekonomi China-Indonesia justru

semakin meningkat ditengah konflik karenadua unsur yang adadalam konstruktivisme
yakni : gagasan dan identitas. Gagasan Indonesia dan China dalam memproyeksikan
pembangunan memiliki kompatibilitas. Peneliti beranggapan bahwa aspek non-
materialistis yang secara tidak langsung terbangun melalui interaksi telepon dan
pertemuan mampu merekonstruksi ulang kepentingan nasional ketika ada konflik. Hal
inilah yang kemudian terjadi di antara Indonesia-China dalam merespon ketegangan
yang ada di Laut Natuna. Kepentingan nasional terbentuk secara sosial dan berangkat
darihubungan antar aktor dan negara sebagaiunit politik dan struktur pergaulan negara
dalam politik internasional. Kepentingan nasional sewaktu-waktu akan terbentuk,
berubah, dan menyesuaikan diri dengan struktur politik internasional yang ada. Hal
tersebut memungkinkan karena struktur pada dasarnya dirancang tidak hanya dari
pertarungan material, namun juga melalui pembentukan gagasan/ide bersama.

Selain itu aspek identitas pemimpin dari kedua Negara juga memiliki kedekatan yang
taklain merupakanhasil dariinteraksiyang dilakukan selama Rezim Pemerintahan Joko
Widodo. Jokowi merupakan kader dari partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan) yang dianggap sebagai partai politik yang mempunyai keterkaitan kuat
padaideologimarhaenisme (Geraldy, 2019). Adapun PDIP dengan PKC (Partai Komunis
China) terlihat memiliki kedekatan yang intens sekalipun tidak sepenuhnya sama.
Identitas tersebut terbangun melalui interaksi Kepala Negara. Pada tahun 2019 Presiden
Jokowi menerima kunjungan dari Song Tao penasihat Hubungan Luar Negeri China
sekaligus Kepala Politbiro Hubungan Internasional PKC. Perbedaan identitas rezim
pemerintah amat mempengaruhi arah kebijakan politik luar negeri sebuah negara.
Presiden Xi Jinping tidak menafsirkan Presiden Joko Widodo sebagai ancaman atau
rival politik melainkan partner yang potensial untuk memperkuat pengaruh geopolitik
China di kawasan ASEAN. Seperti hal nya cara pandang konstruktivis yang melihat
kepentingan Negara bukanlah sebuah pola ajeg, demikian pula penelitian ini
memandang keputusan ke dua Negara untuk bekerjasama adalah hasil konstruksi
kepentingan. Melalui interaksi lawatan, telepon dan forum diskusi, kedua pimpinan
Negara tersebut transfernilai, gagasan danidentitas terjadi hingga ke putusan mengelola
kerjasama ekonomi di tengah sengketa geopolitik tetap bisa berjalan.
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